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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Simpulan hasil penelitian tentang  Tinjauan Yuridis Sosiologis  

Pemahaman  Perjanjian Baku Oleh Dokter dan Perawat  di Rumah Sakit X 

Kepada Pasien Cuci Darah  yang Ditandatangani Oleh Pasien, adalah 

sebagai berikut:  

a. Penelitian dilakukan terhadap 302 responden, sebanyak 283 responden  

yang mengatakan cukup jelas–sangat jelas (93,7%) terhadap 

penjelasan jenis tindakan cuci darah, namun masih terdapat 19 

responden (6,3%) yang mengatakan kurang jelas. Artinya Penjelasan 

Perjanjian Baku Oleh Dokter dan Perawat  yang disampaikan sudah 

jelas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenkes RI 

Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, 

Pasal 9 ayat (1) bahwa penjelasan harus diberikan secara lengkap 

dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan 

untuk mempermudah pemahaman.  

b. Dilihat dari pemahaman pasien atas risiko cuci darah, dari 302 

responden terdapat 255 responden (85%) yang mengatakan cukup- 

sangat jelas terhadap informasi risiko dari tindakan cuci darah, artinya 

bahwa sudah cukup efektif,  informasi yang disampaikan oleh dokter 

dan perawat, meskipun masih terdapat 47 responden (15%) yang 

merasa kurang jelas yaitu pada kelompok usia di atas 56 tahun. 

c. Informasi lainnya, seperti pemahaman pasien atas keuntungan cuci 

darah dari 302 responden yang mangatakan sangat jelas 135 responden 

(44,7%) dan yang mengatakan cukup  jelas 122 (40,4%), dan hanya 45 

yang mengatakan kurang jelas. Artinya dari 302 responden 85,1% 

responden sudah memahami keuntungan dari cuci darah. 
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d. Informasi pemahaman pasien atas kerugian cuci darah dari 302 

responden yang mangatakan cukup-sangat jelas 252 responden 

(83,5%), 50 responden Kurang jelas (16,5%), artinya responden sudah 

memahami kerugian dari cuci darah. 

e. Pemahaman responden atas tingkat kepuasan penjelasan cuci darah 

oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dari 302 responden 

286 responden (95%) yang mengatakan cukup-sangat puas, artinya 

informasi yang disampaikan oleh dokter dan atau perawat cukup 

efektif. 

f. Bentuk persetujuan cuci darah: dari 302 respondeng  270  (89%) sudah 

memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis pada formulir yang 

disediakan oleh pihak rumah sakit, dan hanya 28 responden (9,2%) 

yang memberikan persetujuan tertulis, serta 4 responden (1,8%) yang 

belum menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran 

tetapi secara lisan responden tersebut sudah menyetujuinya khususnya  

pada pasien baru. 

 

Dilihat dari segi hukum perjanjian baku bahwa rumah sakit x sudah 

mengimplementasikan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 

tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, khususnya pada 

pengisian formulir pernyataan tertulis atas tindakan cuci darah yang 

disediakan oleh rumah sakit x di Kota Bandung meskipun masih terdapat 

kekurangan-kekurangan namun sifatnya tidak material. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, maupun kesimpulan, maka 

pada bagian terakhir ini penulis akan mengajukan beberapa saran dengan 

harapan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Manajemen Rumah Sakit 

khususnya pada perjanjian baku harus ditandatangani oleh pasien dan atau 
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keluarga yang kompeten, sehingga tindakan medis yang dilakukan legal,  

aman, nyaman dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

 

Adapun penulis menyampaikan saran tersebut antara lain: 

2.1. Bagi Rumah Sakit 

a. Diharapkan kepada manajemen rumah sakit x agar memberikan 

pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, standar 

prosedur dengan berpedoman pada akreditasi rumah sakit sehingga 

terjaminnya kepastian hukum baih bagi paien maupun rumah sakit, 

mutu layanan yang terkendali, serta dapat mewujudkan hubungan 

yang harmonis antara pasien, tenaga kesehatan (dokter dan 

perawat) dan rumah sakit. 

b. Sebaiknya rumah sakit  lebih memperhatikan, menghormati dan 

melindungi hak-hak pasien  dalam menyampaikan informasi 

kepada pasien secara jelas sebelum tindakan medis cuci darah 

dilakukan, sehingga setiap pasien dapat memahami dan mengerti 

setiap tindakan medis yang akan dilakukan.  

c. Informasi yang diberikan harus  secara kontinyu dilakukan, baik  

melalui audio visual, media cetak dan elektronik di setiap ruang 

tunggu pasien, ruang tindakan cuci darah (Hemodialisis), meliputi:  

risiko cuci darah, keuntungan cuci darah, kerugian cuci darah, dan 

cara kerja cuci darah,  agar pasien dapat mengetahui lebih jelas 

tentang tindakan  cuci darah secara optimal. 

d. Rumah sakit dalam memberikan informasi dapat menggunakan 

medis leaflet, banner atau bentuk publikasi lain tentang  tindakan 

yang terkait dengan tindakan cuci darah.  

 

2.2. Bagi Dokter 

a. Dalam memberikan informasi tentang tindakan cuci darah 

sebaiknya secara lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya 
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dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti, baik 

kepada pasien maupun keluarga. 

b. Setelah pasien dan keluarga diberi penjelasan, sebaiknya 

menanyakan kembali tingkat pemahaman (jelas atau tidak jelas), 

apabila pasien dan keluarga masih kurang jelas hendaknya 

diberikan penjelasan kembali. 

c. Memberikan evaluasi kembali pada pasien atas informasi yang 

telah di jelaskan. 

d. Persetujuan tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi 

harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam 

bentuk pernyataan yang dituangkan dalam formulir khusus 

tindakan medis cuci darah yang ditandatangani oleh 

pasien/keluarga. 

 

2.3. Bagi Perawat 

a. Perawat diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan dokter 

dalam memberikan penjelasan tentang tindakan cuci darah. 

b. Perawat hendaknya  menyampaikan informasi dengan baik, penuh 

empati, lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti tentang 

tindakan/asuhan keperawatan yang akan diberikan berkaitan 

dengan rencana tindakan cuci darah sesuai dengan batas 

kewenangannya. 

c. Perawat dalam memberikan informasi kepada pasien harus dalam 

bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan 

landasan untuk memberikan persetujuan. 

d. Perawat hendaknya memberikan waktu yang cukup bagi pasien 

untuk memehami informasi dan meluruskan pilihannya dan 

mengevaluasi kembali pada pasien atas informasi yang telah di 

jelaskan. 
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